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KAJIAN TEORI
A. Teori Implementasi
1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan
seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan
kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan
sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan
beberapa penulis menempatkan tahap implementas
kebijakan pada posis yang berbeda, namun pada
prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti

dengan implementasi kebijakan.®
Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan
tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.
Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan
Edwards |1l bahwa tanpa implementas yang efektif

keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil

% Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulas Konsep
Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,
Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar,
2008, h 117
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dilaksanakan. Implementasi  kebijakan  merupakan
aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan
yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya
mengelola input untuk menghasilkan output atau
outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti,
“implementasi  intinya  adalah  kegiatan  untuk
mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy
output) yang dilakukan oleh para implementor kepada
kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk
mewujudkan kebijakan.”?

Menurut Agustino, “implementasi merupakan
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”?’ Ripley

dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa

% pyrwanto dan Sulistyastuti, Andisis Kebijakan dari Formulasi
ke Implementasi

" Agostiono, Implementasi  Kebijakan Publik Model Van Meter
dan Van Horn, http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 30 Maret 2024
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yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan
(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible
output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh
sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan
untuk membuat program berjalan.

Grindle (ddam = Winarno), memberikan
pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan
bahwa secara umum, tugas implementass adalah
membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan
tujuan-tujuan kebijakan bisa direaisasikan sebagai
dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

. Faktor-Faktor yang M empengar uhi | mplementas

Keberhasilan implementass menurut Merile S.
Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni is

kebijakan (content of policy) dan lingkungan
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implementasi (context of implementation). Variabel is

kebijakan ini mencangkup:?®

1) sgjauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat
dalam isi kebijakan.

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai
contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka
menerima  program air bersh atau perlistrikan
daripada menerima program kredit sepeda motor.

3) Sgjauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah
kebijakan.

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel
lingkungan kebijakan mencakup:

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan
strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat
dalam implementasi kebijakan.

b. Karakteristik instituss dan rgim yang sedang

berkuasa.

% Buku Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik,
(Yogyakarta: Media Pressindo), 2002, h 21
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c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok
sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas
implementass adalah membangun jaringan yang
memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan
berbagai pihak yang berkepentingan.”® Van Meter dan
Van Horn (daam buku Winarno), menggolongkan
kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda
yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sgauh mana
konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta
dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan
merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya
dalam dua (2) hal:*

a Implementass akan di pengaruhi oleh sgauh mana
kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan
sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan
inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan

positif  daripada  perubahan-perubahan  drastis

% Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179
30 Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179
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(rasional),  seperti  dikemukakan  sebelumnya
perubahan inkremental yang didasarkan pada
pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya
merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak
kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial
yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan
tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda
dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan
rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar
dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik
maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat

kebujakan akan sangat besar.

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah
perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi
yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga
pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi
secara derastis. Kegagalan program-program sosial
banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang
dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-

prosedur administratif yang ada.
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B. Teori Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk
menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat
yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyel enggara pemerintahan daerah.
Daam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa
1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tigp proving,
kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah,
yang diatur dengan undang-undang.

2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri  urusan
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pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis.

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.

6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan  peraturan-peraturan lain  untuk
mel aksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.

Daam konstruksi pasa 18 UUD 1945 tersebut

yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki
pemahaman sebagai berikut:*!

a. Daerah tidak bersifat staat

b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan
provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang
lebih kecil

c. Dagrah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat
administratif

d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah
sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi

dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak

31 Makhya, Syarief, Ilmu Pemerintahan, (Bandar Lampung :
Universitas Lampung, 2006), h. 101
40



mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya

pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan

baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau
pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewgjiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-
asas sebagai berikut:

1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2) Desentralisasi adaah penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom berdasarkan Asas Otonomi.
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3)

4)

5)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kepadainstans vertikal di wilayah tertentu, dan
kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian  Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
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berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyedenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah
Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah
daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat
daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan
kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat,
unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan
urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.
Daam menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat
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melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat
pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau
dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan
urusan pemerintahan  yang menjadi  kewenangan
pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat
menyel enggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan,
atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah,atau menugaskan
sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.®

Daam Bab VIl Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bagian pertama mengatur  mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasa 57
menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah
provins dan kabupaten/kotaterdiri dari atas kepala daerah

dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

%2 giswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 35
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Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman
pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang
terdiri atas:

1) kepastian hukum;tertib penyelenggara negara;
2) kepentingan umum;

3) keterbukaan;

4) proporsionalitas;

5) profesionalitas;

6) akuntabilitas;

7) efisens;

8) efektivitas; dan

9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri
atas Urusan Wagjib dan Urusan Pilihan. Urusan wgjib
adalah urusan yang wajib disdlenggarakan berkaitan

dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah
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Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotens: meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan

daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam

penjelasan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1)

2)

3)

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara.

Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang
menjadi  landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
negara.

Asas kepentingagn umum adaah asas yang
mendahulukan kesgjahteraan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif dan selektif.
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4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri

5)

6)

7)

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan
negara.

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
perundang-undangan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

9) Asas keadilan adalah bahwa setigp tindakan dalam
penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan
secara proposional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan
daerah, bahwa dalam Implementass Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungs

Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah

Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Bengkulu), Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah

urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan

pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

meningkatkan kesgahteraan masyarakat yang sesuai

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
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maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bengkulu.
C. Teori Siyasah Tanfidziyah
1. Definisi Siyasah Tanfidziyah

Menurut Imam Ibnu Abidin Figh Siyasah Adalah
Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya
kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun
di akhirat. Figh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara
khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun
batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan
(Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin,
Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan
dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung
beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah,
memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan
politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari

kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan
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memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan
keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan
Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan
segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai
sesuatu.®

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al-Arab,
Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan
cara membawa kepada kemasl ahatan. Siyasah adalah llmu
pemerintahan untuk mengendalian tugas dalam negeri dan
luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar
negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan
umum atas dasar keadilan dan istiqgomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar“iyyah Kata
Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus,
dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa

kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan

% Muhammad Igbal, Figh Syasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam Dalam Figh Syasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,
2019), h. 6
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membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan
kemaslahatan masyarakat.>

Figh Siyasah Tanfidziyyah Syar“iyyah yang
diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan
masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau
beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling
membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam
Siyasah Tanfinziyyah Sar“iyyah, dibicarakan bagaimana
cara-cara kebijakan yang harus diambil  untuk
mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan
antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.*

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur“an,
Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh
Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sgarah.
Siyasah Tanfidziyyah Syar“iyyah ini merupakan kajian

yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi

% Muhammad Igbal, Figh Syasah, (surabaya: IAIN Sunan Ampel
Pres, 2014), h. 3
® A. Dzgjuli, Figh Syasah; Implementas Kemaslahatan Ummat
dalam Rambu rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277
51



Muhammad Saw. Figh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah
menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan negara.36 Syar“iyyah adalah salah satu bagian
terpenting dalam sistem pemerintah Islam.
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah
tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin
ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Persoaan dan ruang lingkup pembahasan.
2) Persoaan imamah, hak dan kewajibannya.
3) Persoadan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4) Persoalan bai’at.
5) Persoalan waliyul ahdi.
6) Persoaan perwakilan.

7) Persoaan ahlul halli wal aqgdi.

% Nurcholis Madjid, Figh Syasah Kontekstualisasi Doktrin Politik,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273
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8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.®

Perspdlan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak
dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil
kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur,an maupun Hadis,
Magosidu Syariah, dan semangat garan Islam di dalam
mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah
bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil
kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam
mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat
berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di
dadamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak
seluruhnya.®®

Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami
dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang
dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan
metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap

masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab

3" Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fighiyyah Dalam Penyelesaian
Masalah-Masalah Fikih Syasah Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006), h. 12

% Ridwan, Figh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2001), h. 34
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hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat
Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip
Syari“ah dan kehendak Syar*i (Allah). Bila tidak ada
Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legidatif lebih
luas dan besar, sgauh tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip gjaran Islam tersebut.*

Dalam redlitas sgarah, kekuasaan legidatif ini
pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa alagd.
Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini
biasanya mengambil bentuk sebagai maelis syura
(parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang.
Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan
Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). di sini negara
memiliki  kewenangan untuk  menjabarkan  dan
Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah
dirumuskan tersebut. Dalam ha ini, negara melakukan

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam egeri,

¥ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45
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maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan

negaralain (hubungan internasional).*

“0 Ridwan, Figh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2001), h. 56
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